BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan penyampaian data dan hasil analisis penelitian, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1.

Sub unsur “Penegakan Integritas dan Nilai Etika” dalam Lingkungan
Pengendalian pada pengelolaan keuangan pada Kementerian Kelautan
dan Perikanan belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini disebabkan
pimpinan satker belum secara menyeluruh mampu memberikan
keteladanan kepada pegawai dari satker yang dipimpinnya.

Sub unsur “Komitmen Terhadap Kompetensi” dalam Lingkungan
Pengendalian pada pengelolaan keuangan pada Kementerian Kelautan
dan Perikanan belum diterapkan dengan baik, hal ini disebabkan masih
terdapat pegawai yang menjabat fungsional keuangan (Analis
Pengelolaan Keuangan APBN) namun tidak difungsikan sebagai
pengelola keuangan.

Sub unsur “Kepemimpinan yang Kondusif’ dalam Lingkungan
Pengendalian pada pengelolaan keuangan pada Kementerian Kelautan
dan Perikanan dapat disampaikan bahwa sub unsur ini belum terlaksana
dengan baik, salah satu yang menyebabkan adalah komitmen pimpinan
untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang sudah
ditetapkan.

Sub unsur “Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan
Kebutuhan” dalam Lingkungan Pengendalian pada pengelolaan
keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat disampaikan
bahwa sub unsur ini belum seluruh satker menerapkan sistem kerja baru
yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022
tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi.

Sub unsur “Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat”

dalam Lingkungan Pengendalian pada pengelolaan keuangan pada
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Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa sub unsur ini telah berjalan
dengan baik sesuai peraturan yang telah ditetapkan namun perlu
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022
tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi.

Sub unsur “Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang
Pembinaan Sumber Daya Manusia (Pengelolaan Keuangan)’ dalam
Lingkungan Pengendalian pada pengelolaan keuangan pada
Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah diterapkan dengan baik
terutama pada masa pandemi Covid-19 yang merubah pola pendidikan
dan pelatihan, mulai saat pandemi dapat dilakukan secara online atau
non tatap muka.

Sub unsur “Perwujudan Peran APIP yang Efektif” dalam Lingkungan
Pengendalian pada pengelolaan keuangan pada Kementerian Kelautan
dan Perikanan belum memadai hal ini dapat dilihat dari masih adanya
permasalahan-permasalahan yang menjadi temuan pihak pengawas
eksternal (BPK RI). Hal ini berarti pengawasan yang dilakukan oleh pihak
APIP belum berjalan efektif.

Sub unsur “Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah
Terkait” dalam Lingkungan Pengendalian pada pengelolaan keuangan
pada Kementerian Kelautan dan Perikanan telah cukup berjalan dengan
baik hal ini dilihat dari rutinnya pelaksanaan rekonsiliasi
anggaran/keuangan maupun Barang Milik Negara dengan Kementerian
Keuangan namun belum ada bentuk perjanjian kerjasama secara yang

resmi.

B. SARAN

Sehubungan dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang diuraikan diatas,

maka saran dari penelitian ini adalah :

1.

Kepada pimpinan satker lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan,
perlu membentuk Tim atau Satuan Tugas yang dapat mendeteksi dini
pelanggaran dan melakukan penindakan yang tegas apabila terjadi

peyimpangan terhadap integritas dan nilai etika.
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Tim ini bertugas memantau perilaku dan menegakkan tindakan disiplin
yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau
pelanggaran terhadap aturan perilaku kepada para pegawai.

Ruang lingkup pemantauan antara lain pengaturan hubungan pejabat
berwenang dalam anggaran dengan pihak ketiga (swasta); pengaturan
hubungan antara pihak terkait (bagian kepegawaian, Baperjakat, pegawai
bersangkutan, dan lain-lain) dalam penempatan, mutasi, rotasi, dan
promosi pegawai; Pengaturan hubungan antara pejabat berwenang
dalam pengadaan barang/jasa dengan pihak ketiga; pengaturan
tanggung jawab evaluator/auditor terhadap fasilitas yang diberikan oleh
pihak yang dievaluasi; pemberian reward and punishment.

Kepada pimpinan satker lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan,
agar melakukan pendataan/pemetaan bagi para pengelola keuangan
yang belum memiliki sertifikasi dan menugaskan para pegawai tersebut
untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan
keuangan.

Para pimpinan satker melakukan pendataan/pemetaan kepada para
pegawai pengelola keuangan terkait pendidikan dan pelatihan untuk
dilakukan analis kebutuhan kemudian mendata apa saja pendidikan dan
pelatihan yang waijib dimiliki para pengelola keuangan.

Setelah memiliki informasi diatas maka pimpinan satker perlu
menugaskan para pengelola keuangan untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan tersebut sesuai standar kompetensi minimal yang harus dimiliki.
Kepada pimpinan satker lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan,
agar membuat timeline atau rencana aksi bulanan sebelum pelaksanaan
kegiatan agar dalam pelaksanaan kegiatan mampu berjalan sesuai
jadwal atau rencana yang sudah ditetapkan.

Sebelum pelaksanaan kegiatan pimpinan satker perlu menyusun rencana
aksi yang berisi tentang nama kegiatan, pagu anggaran, sarana dan
prasarana pendukung, personil yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan,
serta mitigasi risiko kegiatan.

Rencana aksi tersebut wajib disusun maksimal pertengahan bulan

sebelum pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dipersiapkan segala
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kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan
sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Kepada pimpinan satker lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan,
perlu membentuk Tim Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah
untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Tim kerja dibentuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan
pelayanan publik.

Pembentukan tim kerja yang memiliki sistem kerja yang kolaboratif dan
dinamis. melalui sistem kerja yang semula berjenjang dan silo berubah
menjadi sistem kerja yang kolaboratif dan dinamis berorientasi pada hasil.
Tim kerja ini disesuaikan dengan karakteristik satker masing-masing
sesuai tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Kepada pimpinan Inspektorat Jenderal agar menyusun Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan cermat sehingga pelaksanaan
pengawasan dapat menjangkau seluruh kegiatan serta perlu membuat
Analisis Beban Kerja (ABK) untuk menilai jumlah dan beban kerja auditor
telah memadai terhadap jumlah dan kegiatan satker yang akan diawasi.
PKPT selama ini disusun bersusun berdasarkan hanya difokuskan pada
kegiatan yang memiliki risiko tinggi, untuk kegiatan-kegiatan dengan rsiko
sedang-rendah seringkali tidak dimasukkan kedalam PKPT, hal ini
kadang menjadi celah untuk melakukan penyimpangan.

Untuk mencegah hal tersebut kegiatan dengan risiko sedang-rendah
harus dimasukkan ke dalam PKPT sehingga pengawasan yang dilakukan
dapat optimal dan menyeluruh.

Terkait ABK perlu disusun dengan melihat jumlah satker yang ada di
Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga dapat diketahui berapa
jumlah auditor yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan secara
memadai.

Kepada pimpinan satker lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
perlu menjalin kerja sama dengan instansi yang berkompeten/terkait

(Dinas Pekerjaan Umum, BPKP dan Kejaksaan Negeri setempat) guna
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mengawal proyek pembangunan pada kegiatan-kegiatan prioritas
Kementerian Kelautan dan Perikanan agar dapat mendeteksi sejak dini
apabila terjadi penyimpangan.

Kerja sama ini dilakukan pada kegiatan strategis/prioritas yang dimiliki
oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, memastikan pembangunan
infrastruktur dapat terlaksana tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.
Kerja sama dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman
meliputi penegakan hukum, penerangan dan penyuluhan hukum,
pertukaran data dan informasi, pemberian bantuan hukum, pertimbangan
hukum dan tindakan hukum dibidang perdata dan tata usaha negara,
pemulihan asset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya, pengawalan
dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan

kapasitas sumber daya manusia.
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